@ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
£ .
& ol utusan.mahkamahagung.go.id
9 p gung.g
PUTUSAN
Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sugiyanto Bin Kasman, tempat dan tanggal lahir Rimbo Mulyo, 14 April 1980,
agama lIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Jalan 19 (sepaku), Rt.030
Rw. 005, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo
Bujang, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Apriany Hernida, S.H., Advokat yang
berkantor di Jalan Lintas Tebo-Bungo, Km.06, (samping
Hotel Alya), Muara Tebo, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 15 November 2017, yang terdaftar
dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor:
020/SKH/Pdt.G/2017/PA. Mto., tanggal 30 November
2017, sebagai Pemohon,

melawan

Sunarni Binti Karto Saing, tempat dan tanggal lahir Suka Damai, 25 Juni 1985,
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Desa Suka
Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16
Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Mto,
tanggal 16 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang
sah menikah pada tanggal 14 Maret 2008, dihadapan Pejabat Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
081/25/111/2008, tertanggal 14 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA
Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di
Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 2 bulan,
kemudian pindah lagi ke Desa Rimbo Mulyo, kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo selama 3 bulan, kemudian kembali lagi ke Desa Suka
Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisabh;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak bernama Eka Sumiyati (Pr) Lahir 26 Februari 2011 anak
tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Awal menikah antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon tidak bersedia diajak pindah ke Desa Rimbo Mulyo
dan tetap ingin tinggal di Desa Suka Damai, Sedangkan mata pencaharian
Pemohon di Desa Rimbo Mulyo.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan Februari 2012, Pemohon tidak lagi pulang
kerumah kediaman bersama di Desa Suka Damai, dikarenakan orang tua
Pemohon sudah tua dan sendiri serta sudah bisa di tinggalkan lagi, sejak
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saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai
sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat
menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun
tidak berhasil.

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan
lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak
terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas,
maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan para
pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi, dan para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis
Hakim tentang penunjukan mediator tersebut, kemudian Majelis Hakim
menetapkan Rusydi Bidawan, S.H.l sebagai mediator dalam perkara a quo;

Bahwa berdasar laporan mediator, upaya perdamaian melalui proses
mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017 dinyatakan
tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
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Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan

jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa posita point 1 sampai 4 dan poin 7 dalam permohonan Pemohon
benar adanya;
2. Bahwa tentang posita pada poin 5 benar tentang inti masalah adalah
tempat tinggal, sedangkan masalah mata pencaharian Pemohon, Termohon
tidak mempermasalahkan hal tersebut;
3. Bahwa posita Pemohon poin 6, tidak benar bulan Februari 2012
Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama di Desa SUka
Damai, tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang tidak
pernah kembali lagi;

Dalam Rekonvensi
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi
nafkah iddah selama tiga bulan, setiap bulannya Rp. 500.000,- (liam ratus
ribu rupiah) x 3 bulan =1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk
uang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah lampau selama 22
bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada
Tergugat Rekonvensi untuknafkah anak Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian seperti
dalam permohonan Pemohon, sedangkan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa untuk tuntutan Penggugat dalam rekonvensi mengenai nafkah
iddah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup
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untuk membeyar berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah) selama massa iddabh;

2. Bahwa untuk tuntutan Penggugat dalam rekonvensi mengenai mut'ah,
Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup untuk memberi mut'ah berupa
uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa, tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama
22 bulan Tergugat hanya sanggup untuk membayar berupa uang sejumlah
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah satu orang anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama Eka Sumiyati binti Sugiyanto, lahir
26 Februari 2011, hanya mampu memberi nafkah berupa uang sejumlah
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan
duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap dengan
jawaban semula

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:
A.
Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 544/74/V11/2002 tanggal 11

Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah
dinazzeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh
ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Widodo bin
Mujiman (Pemohon) NIK: 1509011709800006 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 13 Juni 2012 yang telah
dinazzeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh
ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
B.
Saksi:
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1. Samidi bin Sugio umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Jalan 19 Unit 3 RT. 45 Desa Rimbo Mulya,
Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo; di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa

2. H. Yahmo bin Pawiro Rejo umur 67 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan 19 Unit 3 RT. 45 Desa
Rimbo Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo; di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November
2017 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon
Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-
dalil permohonan angka ....... peeeeees , sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah
terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan
berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka ....... yerrrees , dan
....... , oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi
dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang

menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

(T (T ORI URPRTTTOTITTDTTORTTURTURTPTRTI. W

AT N - AT TTTRTRTRTRP R - dst.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon

Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal

#tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat _menikah#. Bukti tersebut
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tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh ........... tidak bermeterai, sehingga bukti
tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai ....................eenn. Bukti tersebut tidak
dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan
saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR /
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi
L= T =T o= P , adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai
..................................................................................... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi
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tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171
HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya,
Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta ..... orang saksi
(nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, tidak
cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon
Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena
itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan
saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ............... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (testimonium de auditu), oleh
karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg,
namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai ......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
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dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi
keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga
keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus
testis nullus testis) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306
R.Bg juncto Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti
P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
......... dan Pasal 116 huruf ........ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .... tanggal .... yang
memberikan kaidah huKum ..o
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Alquran ......cooocivieneinnnns
2. AlHadis .......c.cocvvinennn. dan
3. Kaidah fikih ........................ ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan
Agama Muara Tebo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat _menikah# dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........
Kabupaten/Kota....... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan ........ Kabupaten/Kota.......... ;
Dalam Rekonvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat
Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka
............................ sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-
dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui

secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat

Rekonvensi angka .......... dan ....... Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi
wajib membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ..... tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ...... ,

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta ....
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh .............. bermeterai cukup, di-nazegelen,
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal .............. , bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalii Penggugat
Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan
harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal
.......................... , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,
oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
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sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak
mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi,
sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... , adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal
308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai
hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.,
sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat
Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup dan tidak
sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil,
oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat
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Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai
dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka ......... , adalah fakta yang tidak dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut
tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat
(1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian
keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi
tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut
merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karena itu harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti
saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan
seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi,
bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil

pemeriksaan setempat (discente) ditemukan fakta sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal
......... Undang-Undang Nomor ............ juncto Pasal ................. Kompilasi
Hukum Islam;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ..... tanggal............ !
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Al-quran .......oooceeveiis
2. AlHadis .......c.ccevinenen. dan
3. Kaidah fikih ........................ yang diambil sebagai pendapat majelis
berbunyi sebagai berikut............cccccccceeeeiinnn
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya
dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1 Jika merujuk yurisprudensi
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
Dalam Konvensi:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sugiyanto bin Kasman )

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sunarni
binti Karto Saing ) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk
mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu,
Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
Dalam  Rekonvensi:1. Mengabulkan  gugatan Penggugat
Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi
untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi; a. nafkah iddah
sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa
iddah; b. mutd€™ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 lima
ratus ribu rupiah)c. nafkah madliyah berupa uang sejumlah Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah)3. Menghukum Tergugat Rekonvensi
membayar nafkah seorang anak bernama Eka Sumiyati binti Sugiyanto
(Pr) Lahir 26 Februari 2011 sejumlah minimal Rp. 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonveni sampai
anak tersebut desawa; Dalam Konvensi dan RekonvensiMembebankan
kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami SAIFULLAH
ANSHARI, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.l., M.HI dan
RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh NUR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/kuasanya;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag.,M.Ag
Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I
Panitera Pengganti,

NUR AMRI, S.H.

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp420.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 hal putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Mto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 17
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



